
BERITA DAERAH
KABUPATEN MAlALENGKA

NOMOR:9 TAHUN 2007 SERI: E

PERATURAN BUPATI MAlALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 24
TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
KERJA DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri dimaksud;

b. bahwa 2
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Majalengka
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

tentang
Republik

Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuh 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah 3
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4515);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah 'diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
PrasaranaKerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang PedomanPengelolaanBarang Daerah;

10. Peraturan 4



.'
.. 4

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 27 Tahun
2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2004 Nemer 27, Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 28 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2004 Nemer 28/ Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 29 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2004 Nemer 29, Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 30 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2004 Nemer 30, Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nemer 31 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2004 Nemer 31, Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 24 TAHUN
2006 TENTANG STANOARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERlA 01 UNGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.
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Pasall

Ketentuan angka IV huruf B Lampiran Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24
Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasari:ma Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka, diubah sehingga berbunyi :

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

Kapasitas/Isi
No Jabatan Jumlah Jenis Kendaraan Silinder

(Maksimal)

1. Ketua DPRD 1 (satu) Unit Sedan atau Minibus 2.500 cc

2. Wakil Ketua DPRD 1 (satu) Unit Sedan atau Minibus 2.200 cc

3. Pejabat Eselon II 1 (satu) Unit Sedan atau 2.000 cc
- Minibus (Bensin) 2.500 cc
- Minibus (Solar)

4. Pejabat Eselon III 1 (satu) Unit - Minibus (Bensin) 1.600 cc
- Minibus (Solar) 2.500 cc

5. Pejabat Eselon IV 1 (satu) Unit sepeda Motor 200 cc
dan V

Pasal II 6
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 April 2007

BUPATI MAlALENGKA,

CapfTtd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 23 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAlAL GKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2007 NOMOR' SERI E
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